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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami stakeholder Pengadilan Negeri Bengkalis dapat
menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 satker Pengadilan
Negeri Bengkalis dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun untuk
memenuhi amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden (Inspres) tersebut mewajibkan setiap
instansi  pemerintah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara  untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan
negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni
berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Bengkalis juga
menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan
transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah
membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 satker Pengadilan Negeri
Bengkalis ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai
lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam
sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi
serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2020 — 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun
2022 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah
dicapai selama tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.



Akhirnya, disadari oleh seluruh stakeholder Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa dalam
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 satker Pengadilan Negeri
Bengkalis ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini dapat menjadi cermin untuk
mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja
lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bengkalis, 31 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
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IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan
kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam
melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh
program kerja Pengadilan Negeri Bengkalis didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target
kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2022 ini
menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan
Visi dan Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,
efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan
hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu
menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan
dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebesar 145.37%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut :



1 Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

3 Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

4 Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan
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Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
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Persentase Perkara Pidana
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Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
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Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
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145.37%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian

kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran
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dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memenuhi target
kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih
produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan

peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
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| - PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan
di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak
terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,
pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut
diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Isu-isu berkaitan dengan penegakan hukum, yang menjadi perhatian pada tahun
2020 antara lain menyangkut:
a. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum
Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan
dan akuntabel, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari
tugas dan fungsi Pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam
rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi Pengadilan. Disamping itu, perlu adanya
dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak
hukum.
b. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan terhadap HAM
Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua
bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan
akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan
pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga
diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat
c. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi
terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang kuat

dan dipercaya.



d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara

nyata dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan

publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan
kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah
kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah meliputi

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk menghasilkan bisnis proses dan

prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja
dan sumberdaya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan ditingkatkan untuk
lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

f.  Reformasi Birokrasi Instansi

Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi telah dicanangkan pada tahun 2007 dan

diharapkan pada tahun 2016 seluruh instansi pusat telah melaksanakan reformasi

birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun

2016.

Menghadapi berbagai isu tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2021 berupaya untuk memberikan kontribusi
melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program : Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; dan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Selain dilakukan upaya untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di atas,
dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Bengkalis
melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Bengkalis 2020-2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2022. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-

2



kegiatan yang dimulai sejak tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Bengkalis 2020-2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan
Negeri Bengkalis dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan

Negeri Bengkalis pada penyelenggaraan pemerintahan.



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik
berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang
terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum
Kabupaten Bengkalis berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari
pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan Kehakiman.

1. Kedudukan
Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang
kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok
Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, vyaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang

Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan

Negeri terdiri dari :

a. KETUA DAN WAKIL KETUA :

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
b. HAKIM:



Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai
perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Uang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

PANITERA :

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi tehnis
yusticial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

SEKRETARIS :

Adalah Pejabat Struktural selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas—tugas
administrasi non tehnis yusticial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam
persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam
persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan
dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara
(Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 14

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI :

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua
Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan,
pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan

Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.



KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan
urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan
keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana urusan
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN :
Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana
perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan
statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tugas dan fungsi tersebut

di atas.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

a.

Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat
Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Fungsi nasehat

1) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain

yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).



2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga

pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris,

administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugasdan kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM  |--------------mmmmmmmmmm e
PANITERA SEKRETARIS
| | | | |
PANITERA MUDA PANITERA PANITERA KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN KEPALA
PERDATA MUDA PIDANA MUDA HUKUM PERENCANAAN, TI KEPEGAWAIAN, SUBBAGIAN UMUM
DAN PELAPORAN ORGANISASI, & TATA DAN KEUANGAN
LAKSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.
2.
3.

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

PRANATA PERADILAN

Keterangan :

Garis Koordinasi
Garis Tanggungjawab

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

3. FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER

4. FUNGSIONAL BENDAHARA




D. ISU STRATEGIS

Isu — isu strategis sepanjang Tahun 2022 terkait menjadi sorotan pada Pengadilan

Negeri Bengkalis terkait antara lain :

1. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga
persentase pengajuan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi masih tinggi di tahun
2022.

2. Sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan yang memadai dan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi pengadilan masih perlu pembaharuan sesuai prototype
Pengadilan Tingkat Pertama untuk menunjang kinerja aparatur dan kepuasan para
pengguna jasa pengadilan.

3. Persidangan di Tahun 2022 masih dilaksanakan secara online dan penggunaan
aplikasi Ecourt serta eberpadu yang sudah mulai di berlakukan, mengakibatkan
penurunan pihak — pihak pengguna jasa pengadilan sehingga berpengaruh kepada
jumlah responden/ masyarakat terkait dengan pengisian Survei Kepuasan
Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

4. Pagu anggaran tahun 2022 yang berhubungan langsung dengan penyelesaian
penanganan perkara, masih belum sesuai dengan jumlah perkara yang di tangani di
Pengadilan Negeri Bengkalis dimana seharusnya untuk Perkara Pidana kurang lebih
900 perkara th 2022, namun untuk Pagu Anggaran 2022 hanya di setujui untuk 600
Perkara Pidana.

5. Permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya penguasaan terhadap
teknologi informasi, adanya rangkap jabatan, lemahnya etos kerja dan pola karir
yang belum sesuai kompetensi dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian tugas

pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Bengkalis.
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D. SISTEMATIKA PENYAIJIAN

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Bengkalis. Bentuk sajian (outline) LKJIP sebagaimana diatur dalam
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2049/SEK/SK/XI1/2022 tentang Pedomaan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, adalah
sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Bab | PENDAHULUAN
Dalam bab ini disajikan penjeleasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued)
yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Bengkalis.
Bab Il PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022
Bab Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi beserta analisisnya
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk meuwjudkan kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV  PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan
Negeri Bengkalis serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB Il = PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 2020 — 2024 merupakan
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka
menengah Pengadilan Pengadilan Negeri Bengkalis yang berisi tentang gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh
Pengadilan Pengadilan Negeri Bengkalis beserta strategi yang akan dilakukan untuk
mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang
diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Pengadilan
Negeri Bengkalis telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Rl dan Mahkamah Agung Rl yang
disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 — 2024 yang telah ditetapkan
pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan
aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 — 2024,
pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran
dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi
hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum
nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance),
Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Pengadilan Negeri
Bengkalis telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum
Pengadilan Negeri Bengkalis maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi
gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri dapat

diuraikan sebagai berikut:

10
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1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Bengkalis adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan
masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh
fungsionaris Peradilan Negeri Bengkalis dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya
dalam pernyataan visi Pengadilan Negeri Bengkalis mengandung pengertian secara
kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

a. Pengertian secara kelembagaan: Peradilan Negeri Bengkalis merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Bengkalis yang daerah
hukumnya meliputi wilayah kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Pengertian secara organisasional : Peradilan Negeri Bengkalis adalah Pengadilan
Negeri yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-

masing fungsionaris tersebut.

Adapun maksud dari kata “AGUNG” di dalam visi Pengadilan Negeri Bengkalis di atas
adalah agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi lembaga Peradilan yang dihormati
dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

11
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3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi

dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri

Bengkalis adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.”

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

e. Index Kepuasan pencari keadilan

f. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

g. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

h. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

j. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Bengkalis adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

2) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

4) Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

5) Index Kepuasan pencari keadilan

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

12
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Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

1) Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

2) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

2) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

b. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan

kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2020 —

2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan
Akuntabel

2. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

dan

1.1 Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
1.2 Persentase perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum Banding

1.3 Persentase perkara tidak

yang
mengajukan Upaya Hukum Kasasi

1.4 Presentase Perkara Pidana Anak
yang diselesaikan dengan Diversi

1.5 Index Kepuasan pencari keadilan

2.1 Persentase Salinan Putusan yang
dikirim kepada para pihak Tepat

waktu

13
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Meningkatnya
Akses  Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

2.2 Persentase Perkara yang

diselesaikan melalui Mediasi

3.1 Persentase perkara yang diselesaikan
diluar Gedung Pengadilan

3.2 Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Delapan

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Bengkalis untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok vyang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam

pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Mahkamah Agung adalah :

1)
2)
3)
4)

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

14
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prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk
memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis,
hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

15



VISl
MiSI

Uraian
Mewujudkan
Pelayanan Hukum
yang berkeadilan
kepada  pencari
keadilan

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

. Terwujudnya Pengadilan Negeri Bengkalis yang agung

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis

4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bengkalis

Indikator Kinerja
Persentase  Sisa  Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Persentase  Sisa  Perkara
Pidana yang Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata

yang Diselesaikan  Tepat
Waktu
Persentase perkara pidana
yang  diselesaikan  tepat
waktu
Persentase  Perkara yang

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase  perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

% Uraian
- Terwujudnya
Proses Peradilan
- yang Pasti,
Transparan  dan
94 Akuntabel
100
88
88

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Persentase Sisa Perkara Pidana
yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan  Tepat
Waktu

Persentase  perkara pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

2020
100

100

90

100

100

100

100

2021 2022
100 -

100 -

92 94
100 100
95 88
95 88
95 -

2023

96

100

90

90

2024

98

100

92

92
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Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase  Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik  Perhatian
Masyarakat yang  Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase  Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan

65

95

100

100

15

97

100

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya

Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara Pidana
Anak yang  Diselesaikan
dengan Diversi

Index  Kepuasan  Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan

Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase =~ Perkara  yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik  Perhatian
Masyarakat  yang Dapat

Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase = Perkara  yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan

50

90

100

100

50

100

100

100

100

60

92

100

100

10

96

100

91

100

65

95

100

100

15

92

100

70

98

100

100

20

93

100

75

100

100

100

25

94

100
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Golongan  Tertentu  yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

25

Meningkatnya
Kepatuhan

Golongan  Tertentu  yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti

terhadap Putusan (Dieksekusi)

Pengadilan

100

20

25

30

19
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N SASARAN
o STRATEGIS

1 Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

2  Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

3 Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin ~ dan
Terpinggirkan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi

Tahun Anggaran : 2022
INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase Perkara yang 97
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang 88
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang 88

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana

Anak vyang Diselesaikan 65
dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari 95
Keadilan

Persentase Salinan Putusan 100
yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang 15
Diselesaikan Melalui

Mediasi

Persentase Perkara yang 92
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari 100
Keadilan Golongan

1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya

3. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

: Pengadilan Negeri Bengkalis

1. Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung

1.

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1. Perkara Pradilan

Umum yang
diselesaikan
ditingkat pertama

dan banding secara
tepat waktu
2. Penyelenggaraan

Operasional dan
Non Operasional
Satker Daerah

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah Agung

1. Perkara Pidana
yang diselesaiakn di
tingkat pertama di
wilayah Riau

2. Penyelenggaraan
Operasional dan
Non  Operasional
Satker Daerah

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah Agung
1. Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan Melalui
Sidang di  Luar
Gedung Pengadilan
2. Perkara Pidana
yang diselesaikan
ditingkat pertama
di Wilayan Riau

3. Pos Bantuan

-600
Perkara

-1
layanan

1
layanan

-600
Perkara

-1
layanan

227
Orang

600
Perkara

312 jam
layanan

540,858,000

5,521,524,000

141,500,000

540,858,000

5,521,524,000

218.880.000

289,278,000

31,200,000
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Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara  Perdata vyang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

25

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

hukum

1. Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan melalui
pembebasan biaya
perkara
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C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2022

NO

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Peningkatan  Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

PERJANJIAN KINERJA

: Pengadilan Negeri Bengkalis
: 2022

INDIKATOR KINERJA

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Persentase Perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

TARGET

97

88

88

65

95

100

15

92

100

25
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Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 5,521,524,000
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 141.500.000
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 540.858.000
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BAB Ill —= AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran
Kinerja  adalah  proses sistematis dan  berkesinambungan  untuk  menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2022, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak.

Realisasi
Tingkat Capaian Kinerja = X 100 %
Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

97

88

88

65

95

100

15

92

100

25

94.88

85.72

91.75

62.5

98.78

100

9.09

83.62

100

75

97.82

97.4

104.26

96.15

102.

99.21

100

60.6

86.86

90.89

100

95.44

300
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Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022
Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 :

Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

300

145.37%

Anggaran
5,521,524,000

141.500.000

540.858.000

Anggaran
5.492.471.398

140.496.000

531.480.500

26



LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir
tahun 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan

sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut meliputi sembilan

(9) indikator. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 1. Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO INDIKATOR KINERJA 2022

Target Realisasi

1. Persentase Perkara Perdata yang 94 89.9
Diselesaikan Tepat Waktu

2. Persentase perkara pidana yang 100 99.87
diselesaikan tepat waktu

3. Persentase Perkara yang Tidak 88 85.72
Mengajukan Upaya Hukum Banding

4, Persentase Perkara Yang Tidak 88 91.75
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Pidana Anak yang 65 62.5

Diselesaikan dengan Diversi

6. Index Kepuasan Pencari Keadilan 95 99.55

Rata — rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1

Capaian

95.63

99.87

97.4

104.26

96.15

104.78

99.21

2021

Capaian

107.93

100

95.45

102.32

97.22

108.62

101.92

2020

Capaian

109.75

100

99.11

96.07

200

109,13

119.01

2019

Capaian

107.54

100

93.95

98.11

106,28

84.31

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam tahun 2022 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel, digunakan 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :
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2018

Capaian

91.13

83.36

95.36

99.26

21,64

107

82.95
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SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR 1 : PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara
perdata yang diselesaikan dengan perkara perdata yang harus diselesaikan (saldo

awal dan perkara perdata yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

100%

Target penyelesaian perkara perdata pada Tahun 2022, sebagaimana
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 94% untuk perkara
perdata. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerjal.C :

2018 86.57 OS5 91.13
2019 96.79 90 107.54
2020 98.78 90 109,75
2021 99.3 92 107.93
2022 89.9 94 95.63

dengan rincian Capaian penyelesaian perkara perdata dari tahun 2018 — 2022 dapat di

lihat pada tabel berikut :

Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2022

2018 187 29 216 86.57
2019 211 7 218 96.79
2020 162 2 164 98.78
2021 134 1 135 99.3
2022 169 19 188 89.9

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan

Target jangka menengah sesuai Renstra 2020 -2024 dan perbandingan dengan

28



LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

Realisasi Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat

Nilai EIS tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000

)
169 89.9 94 PN Bengkalis 91.18 %
Perkara belum (Rasio Penanganan Perkara)
Berhasil Data berdasarkan EIS
mencapai http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/eval
target jangka uasi
menengah
evaluasi.badilummmahkamahagung.go.id/evaluasi#
ew Tab G Google
SATUAN Pengadilan Neger Kisaran
KERJA
PERIODE Penode Januar 2022 s d Desember 2022 m
KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN
" uUnsur Point
Jumlah Rasie Penanganan Perkara % Penyelesalan
1 Rekapitulas! Rasio Ponanganan Perkara (Nilal 91,18

Maksimal 100 00)

9118 %

Berdasarkan seluruh Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

» Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara Perdata

yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 94%. Dan Realisasi Penyelesaian

Perkara sebesar 89.9 %, sehingga di peroleh Capaian Kinerja pada indikator

tersebut sebesar 95,63%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis belum

berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

» lJika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja mengalami penurunan

sebesar 9,4 %. Di Tahun 2022 masih terdapat 19 perkara perdata yang tidak

diselesaikan tepat waktu (melebihi 5 bulan ).

» Jika dibandingkan dengan Capaian kinerja selama 4 (empat) Tahun yaitu dari

periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selalu di atas 100%
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kecuali untuk tahun 2018 dan Capaian Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar
11.37.
» Faktor penurunan kinerja pada pencapaian target tersebut antara lain :

- Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014
belum berhasil 100 %. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- Monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk
melihat kinerja penyelesaian perkara dan perkara yang penanganannya
melebihi batas waktu penyelesaian perkara perlu lebih di kuatkan kembali
agar kinerja terkait penanganan perkara perdata dapat meningkat di tahun

berikutnya.

PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara
pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan (saldo

awal dan perkara pidana yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

100%

Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada surat edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian
perkara pada Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Ketentuan
tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Target penyelesaian perkara pidana pada Tahun 2022, sebagaimana
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100% untuk
perkara pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2018 - 2022 ditampilkan pada table
berikut ini:

Tabel Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

2018 100 100 100

2019 100 100 100
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2020 100 100 100
2021 100 100 100
2022 99.87 100 99.87

dengan rincian Capaian penyelesaian perkara pidana dari tahun 2018 — 2022 dapat di
lihat pada tabel berikut :

Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2022

2018 806 0 0 100
2019 866 0 0 100
2020 804 0 0 100
2021 906 0 0 100
2022 806 1 807 99.87

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 -2024 dan perbandingan dengan Realisasi
Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS

tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000 )

806 99.87 100 PN Bengkalis 91.18 %
Perkara belum (Rasio Penanganan Perkara)
Berhasil Data berdasarkan EIS
mencapai http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/eval
target jangka uasi
menengah

31



LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

evaluasi.badilummahkamahagung.go.id/evaluasi#

ewTab G Google
SATUAN Pengadilan Neger Kisaran
KERJA
PERIODE Penode Januar 2022 s d Desember 2022 m
KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN
" uUnsur Point
Jumlah Rasie Penanganan Perkara % Penyelesalan

1 Rekapitulas Rasio Penanganan Perkara (Nilal 91,18
Maksimal 100 00) 9118 %

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

» Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Dan Realisasi Penyelesaian
Perkara sebesar 99.87 %, sehingga di peroleh Capaian Kinerja pada indikator
tersebut sebesar 99.87 %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis belum
berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

» lJika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga 2021, realisasi kinerja selalu
mencapai 100%. Mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis selama 4
tahun berturut — turut selalu berhasil menyelesaikan perkara pidana secara tepat
waktu. Namun di Tahun 2022 ada 1 perkara yang penanganannya lebih dari 5
bulan.

» Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

- Pelaksanaan penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 belum maksimal. Dimana
disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- Monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam
rapat bulanan oleh Hakim Pengawas SIPP dan Pimpinan agar lebih di kuatkan
kembali agar kinerja penanganan perkara tepat waktu.

- Perkara Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN Bls melebihi 5 bulan karena Saksi
perkara banyak terkait pembuktikan dan pertimbangan majelis hakim untuk

memutus perkara.
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SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Indikator kinerja ini dikuantitatitfkan sebagai perbandingan antara
jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum banding selama
tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum
banding, semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas
putusan pengadilan. Pada tahun 2022 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding secara berturut — turut adalah sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.5 : Pengukuran Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding
2018 95.36 9% 99.34
2019 93.95 97 96.86
2020 99.11 100 99.11
2021 90.68 95 95.45
2022 85.72 88 97.4

dengan rincian Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari
tahun 2018 — 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2022

2018 993 46 947 95.36
2019 942 57 885 93.95
2020 968 74 894 99.11
2021 1.041 97 944 90.68
2022 995 142 853 85.72

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi
Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS

tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000 )
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85.72

97.4 88

Jumlah Putusan : 1290

Realisasi Presentase : 1093/1290 : 84.72

Data berdasarkan EIS

Jumlah Banding : 197; Jumlah Tidak Banding : 1093

http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi

( Presentase Realisasi PN Bengkalis lebih tinggi dari PN

| evaluasibadilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi#

lewTab & Google

1

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

Kisaran)
Hari (Perdata) (Nilai Maksimal 30.00) 1440
Penginputan Permohonan Banding Jumlah
Kepaiuhan wakiv dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam
(Nitai Maksimal 10.00) 197
Penginputan Permohonan Kasasi Jumlah
Kepaiuhan wakiv dalam input Permohonan Kasasi dalam wakiu 1x24 jam (Nilai
Maksimal 8.00) 119
Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali Jumlah
Kepatuhan wakiu dalam input Fermohonan Peninjauan Kembali dalam wakiu
1x24 jam (Nilai Maksimal 8 00) 10
Pengiriman Berkas Banding
Kepatuhan wakiv dalam pengiriman berkss banding ke Pengsdilan Tinggi dalam il
waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 har (PIDANA) (Nilai Maksimal 128
10.00) -
Pengiriman Berkas Kasasi Jumlah
Kepatuhan wakiu dalam pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam
waktu maksimal 63 hari (Nilai Maksimal 8.00) 12
Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali
Kepaituhan wakiu dalam pengiriman berkss peninjuan kembali ke Mahkamsah Jumlah
Agung dalam waktu maksimal 30 han setelah Pemeriksaan Persidangan
(PIDANA) atau 30 hari sefelah Jawabantanggapan atas alasan PK (PERDATA) 7
(Nitsi Maksimal 8.00)
Pemberitahuan Putuzan/Penentapan Jumlah
Kepaiuhan wakiv delam input tanggsal pemberitahuan putusan dalam waktu 1x24
Jjam (Nilai Maksimal 30.00) 1280

1438

Sesuai

195

Sesuai

19

Sesuai

Sesuai

Sesuai

1290

2

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0

9,90

8,00

8,00

10,00

8,00

8,00

30,00

PN Bengkalis
belum Berhasil
mencapai
target jangka

menengah.

» Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 88%. Dan Realisasi Penyelesaian

Perkara sebesar 85.72 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis belum

berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022, sehingga

di peroleh Capaian Kinerja untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding adalah sebesar 97.4
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» Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja mengalami penurunan
sebesar 4,96 %. Masih terdapat gap antara target dan realisasi di tahun 2022 yaitu
sebesar 11,68%, hal ini berarti bahwa banyak putusan dari Pengadilan Negeri
Bengkalis yang di ajukan banding pada tahun 2022 baik dari Jaksa pununtut
umum maupun dari Terdakwa. Sehingga pada rapat Penetapan Target Kinerja
awal Tahun 2022 menurunkan target kinerjanya dari tahun 2021 sebesar 95%

menjadi 88 %.

» Faktor penyebab banyaknya upaya hukum banding tersebut antara lain :
- Banyaknya upaya hukum banding yang diajukan, baik dari terdakwa maupun

dari Jaksa Penuntut Umum, yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan.

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara
jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama
tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum
kasasi, semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas
putusan pengadilan. Pada tahun 2022 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi secara berturut — turut adalah sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.6 : Pengukuran Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

2018 97.28 98 99.26
2019 97.13 99 98.11
2020 96.07 100 96.07
2021 97.21 95 102.32
2022 91.75 88 104.26

dengan rincian Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun

2018 — 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :
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Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2022

2018 993 27
2019 942 27
2020 968 38
2021 1.041 29
2022 995 82

966 97.28
915 97.13
930 96.07
1.012 97.21
913 91.75

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target

jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi

Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS

tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000 )

91.75 104.26 88 PN Bengkalis
sudah
Berhasil
mencapai
target jangka

menengah.

Jumlah Kasasi : 119; Jumlah Tidak Banding : 1171
Jumlah Putusan : 1290
Realisasi Presentase : 1171/1290 : 90.77
Data berdasarkan EIS

http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/eval

uasi
( Presentase Realisasi PN Bengkalis lebih tinggi dari

PN Kisaran)
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| evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi#

lewTab G Google

Hari (Perdata) (Nitai Maksimal 30.00) 1440 1438 2
Penginputan Permohonan Banding Jumiah Sesuai Tidak

11 Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam 9,90
(Nilai Maksimal 10.00) 197 195 2
Penginputan Permohonan Kasasi Jumlah Sesuai Tidak

12 Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Kasasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai 8,00
Maksimal 8 00) 19 19 o
Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali Jumlah Sesuai Tidak

13 Kepatuhan wakiu dalsm input Permohonan Peninjausn Kembali dalam wakiu 8,00
1x24 jam (Nilai Maksimal 8 00) 10 10 o

Pengiriman Berkas Banding
. Jumiah Sesuai Tidak

4 wakty dalam p an berkss banding ke Fer 10,00
waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 hari (PIDANA) '
vaktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau i (PIDANA) . 188 a
10.00)

Pengiriman Berkas Kasasi Jumlah Sesuai Tidak

15 K han wakiu dalam iman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam 8,00
waktu maksimal 65 hari (Nilai Maksimal & 00) 112 12 0
Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali
& wakty dalam p a0 berkss kembali ke Mak Jumlah  Sesuai Tidak

16  Agung d! itu maksimal 30 hari setelah Peme: Persidangan 8,00
(PIDANA) atau 30 hari setslah Jswsban/tanggspan stas alassn PK (PERDATA) 7 7 ]

(Nilai Maksimal 8.00)
Pemberitahuan Putusan/Penentapan Jumlah Sesuai Tidak

17 Kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalsm waktu 1x24 30,00
Jjam (Nilai Maksimal 30.00) 1290 1290 0

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 88%. Dan Realisasi Penyelesaian
Perkara sebesar 91.75 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis sudah
berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022, sehingga
di peroleh Capaian Kinerja untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah sebesar 104,26.

2. lJika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja mengalami kenaikan
sebesar 5,46 %. Sehingga capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 1.94 %

3. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

- Pihak yang berperkara puas terhadap putusan yang dikeluarkan.

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG
DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana
anak yang diselesaikan dengan diversi dengan perkara pidana anak yang diversi,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Jumlah Perkara Pidana Anak yang diversi

100%
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Target persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi pada
Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah
sebesar 65%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara Pidana
Anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2018 - 2022 ditampilkan pada
table berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi :

2018 3.03 14 21.6
2019 0 16 0
2020 100 50 200
2021 58.33 60 97.22
2022 62.5 65 96.15

dengan rincian Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan
diversi dari tahun 2018 — 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel I.H Keadaan Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

2018 33 33 1 0 0 0
2019 36 0 0 0 0 0
2020 29 5 5 0 0 0
2021 31 24 14 10 0 0
2022 29 8 5 3 0 0

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi
Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS

tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 - 2000 )
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62.5 96.15 65 PN Bengkalis Jumlah Diversi : 4;
belum Berhasil Jumlah Perkara anak 27
mencapai Data berdasarkan EIS

target jangka  http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi

menengah. ( Tidak dapat dilakukan perbandingan karena tidak

mendapat data mengenai diversi berhasil PN Kisaran)
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New Tab & Google

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Kisaran
PERIODE Periode Januari 2022 s.d Desember 2022

KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN

3 Unsur Point
E-Document Dakwaan/Petitum Jumlah Sesuai  Tidak

1 Kelengkspan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (Data Umum) 20,00
(Nilai Maksimal 20.00) 1440 1440 0

Pencatatan Saksi Jumlah Sesuai Tidak

Kelengkapan pencatatan Data Saksi (Nilai Maksimal 8.00) 1384 1334 0

. £ Document Tuntutan Jumlah Sesuai Tidak 2000
. P - !
Kelengkapan Dokumen Elektronik Tuntutan (Nilai Maksimal 20.00) 1026 1026 0

4 E-Document Putusan Akhir/Penetapan JEmED FEEE TR 2800
Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan (Nilai Maksimal 28.00) 1436 1436 0 !

. Data Lapor Mediasi Jumlah Sesuai  Tidak 1000
Kesesuaian pencatatan Tanggal Lapor Mediasi (Nilai Maksimal 10.00) 53 58 o !

Data Diversi Jumlah Sesuai Tidak

Kesesuaian pencatatan Tanggsl Lapor Diversi (Nilai Maksimal 5.00) 4 4 0

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

» Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara Pidana
Anak vyang di selesaikan dengan diversi adalah sebesar 65%. Dan Realisasi
Penyelesaian Perkara sebesar 62.5 %, sehingga di peroleh Capaian Kinerja pada
indikator tersebut sebesar 96.15 %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis
belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2022, .

» lika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya (2018-2021), realisasi kinerja selalu
mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya.

» lJika dibandingkan dengan Capaian kinerja selama 4 (empat) Tahun vyaitu dari
periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja memiliki tren

yang fluktuatif.
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» Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Komitmen bersama Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menerapkan PERMA
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak.

2. SOP Perkara Pidana anak melalui diversi telah dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 5 : INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG
PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN
Pengukuran index responden masyarakat yang puas terhadap layanan
Pengadilan tingkat pertama menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. Survei Index Kepuasan
Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis. Survei Index Kepuasan
masyarakat dilaksanakan setiap Triwulan dalam 1 Tahun, sehingga terdapat empat (4)
laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Tahun 2022. Berikut hasil laporan Survei

Kepuasaan Masyarakat dari Triwulan | — Triwulan IV Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

PERIODE JUMLAH RESPONDEN NILAI SKM
TRIWULAN I 68 99.71
TRIWULAN I 104 99.09
TRIWULAN Il 187 99.75
TRIWULAN IV 281 99.68

RATA — RATA HASIL SURVEY TAHUN 2022 99.55

Pengadilan Negeri Bengkalis menerapkan Aplikasi Survei Pelayanan Eletronik
(SISUPER) pada alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Berikut Pengukuran

data Capaian dari Tahun 2018 — 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

41



LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 5:

2018 75.03 75 107

2019 85.02 80 106.28
2020 98.22 90 109.13
2021 99.93 92 108.62
2022 99.55 95 104.78

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi
Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS

tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 —2000 )

95.55 104.78 95 PN Bengkalis sudah Nilai IKM TW 1:92.92 / TW Il : 91.42 / TW IIl : 94.21 /
Berhasil mencapai TW IV : Tidak ada di Website
target jangka Hasil Realisasi : 92.85 %
menengah. Data berdasarkan Website
http://pn-

kisaran.go.id/images/NEWS 2022/Laporan IKM Triwulan I.pdf

( PN Bengkalis Nilai Realisasi 2022 lebih tinggi dari PN Kisaran )

Berdasarkan data pada tabel indikator di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Target tahun 2022 yang di tetapkan untuk indikator : Index Responden Masyarakat
Pengguna Layanan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar
95 %. Dan Realisasi pada indikator tersebut sebesar 99.55 %. Hal ini berarti
Pengadilan Negeri Bengkalis sudah berhasil mencapat target yang di tetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2022.

Jika di bandingkan dengan tahun 2021 yang lalu, realisasi menurun 0.22 % . dan

capaian selama 4 (empat) tahun dari periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa
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pencapaian selama 3 tahun belakang (2018-2020) memiliki tren yang fluktuatif
namun selalu melebihi target yang di tetapkan.

e Pengadilan Negeri Bengkalis tetap melakukan monitoring dan evaluasi berkala
khususnya bagi petugas PTSP Pengadilan Negeri Bengkalis 1 (satu) hari 2 (dua) kali
briefing untuk tetap memperhatikan tupoksi sesuai SOP, meningkatkan kompetensi

dan melakukan pelayanan secara maksimal.

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran Strategis 2 di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri
Bengkalis dalam meningkatkan efektifitas pengelolan penyelesaian perkara. sasaran
tersebut meliputi 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Target Realisasi Capaian  Capaian  Capaian  Capaian Capaian

1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim 100 100 100 100 100 100 98.125
kepada Para Pihak tepat waktu

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan 15 9.09 60.6 81.08 23.07 9.3 45.45
Melalui Mediasi

86.86 93.69 74.35 69.76 80.56

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam tahun 2022 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :
Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

digunakan 2 (lima) indikator kinerja yaitu :

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG
DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU
SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pada
para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata

yang di kirim ke pada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang di
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putus. Untuk tahun 2022 indikator ini mencapat 100 % karena seluruh salinan putusan di
kirim kepada para pihak tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011
tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas )
hari kerja sejak putusan di ucapkan.

Tabel 3.2.1 : Pengukuran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Ke Para

Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA TAHUN REALISASI TARGET CAPAIAN

(%) (%) KINERJA (%)
2018 96.25 100 96.25
2019 100 100 100
2020 100 100 100
2021 100 100 100
2022 100 100 100

dengan rincian Capaian kinerja dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
Rincian Capaian Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2022

2018 180 187 96.25
2019 218 218 100
2020 164 164 100
2021 146 146 100
2022 188 188 100

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2022 sebanyak 188 perkara dan seluruh
Salinan Putusan perkara perdata tersebut dikirim kepada para pihak tepat waktu. Pada
umumnya Pengadilan Negeri Bengkalis langsung mengirim Salinan putusan kepada para
pihak langsung di hari yang sama dengan hari sidang, kecuali jika salah satu pihak tidak
hadir maka di sampaikan di hari berikutnya.

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target

jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi Capaian
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Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS tertinggi

sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 - 2000 )

100 100 100 PN Bengkalis sudah Realisasi : 100 %
Berhasil mencapai Data berdasarkan SIPP Web
target jangka https://www.sipp.pn-kisaran.go.id/
menengah. ( PN Bengkalis Nilai Realisasi 2022 sama dengan

PN Kisaran )

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Dan
Realisasi Penyelesaian Perkara sebesar 100 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri
Bengkalis sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2022.

2. lJika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2021, realisasi kinerja Pengadilan
Negeri Bengkalis selalu berhasil mencapai 100 %, kondisi ini menunjukan
efektifitas Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengirimkan putusan perkara.

3. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

-  Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk
menerapkan SEMA Nomor 1 tahun 2011, dimana di sebutkan bahwa Salinan
putusan di kirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak putusan diucapkan.

- SOP Penyelesaian Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- Adanya perubahan pola piker dan budaya kerja untuk menyelesaikan

pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK
TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pada
para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang

di kirim ke pada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang di putus.
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Untuk tahun 2022 indikator ini mencapat 100 % karena seluruh salinan putusan di kirim
kepada para pihak tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011
tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas )
hari kerja sejak putusan di ucapkan.

Tabel 3.2.2 : Pengukuran Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Ke Para

Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA TAHUN REALISASI TARGET CAPAIAN

(%) (%) KINERJA (%)
2018 100 100 100
2019 100 100 100
2020 100 100 100
2021 100 100 100

dengan rincian Pengukuran kinerja Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada
Para Pihak tepat waktu dari tahun 2018 — 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :
Rincian Capaian Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2021

2018 811 811 100
2019 866 866 100
2020 804 804 100
2021 906 906 100
2022 807 807 100

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 807 perkara dan seluruh
Salinan Putusan perkara pidana tersebut dikirim kepada para pihak tepat waktu. Pada
umumnya Pengadilan Negeri Bengkalis langsung mengirim Salinan putusan perkara
pidana selalu tepat waktu.

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi Capaian
Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS tertinggi

sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000 )
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100 100 100 PN Bengkalis sudah Realisasi : 100 %
Berhasil mencapai Data berdasarkan SIPP Web
target jangka https://www.sipp.pn-kisaran.go.id/
menengah. ( PN Bengkalis Nilai Realisasi 2022 sama dengan

PN Kisaran )

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Dan
Realisasi Penyelesaian Perkara sebesar 100 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri
Bengkalis sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2021.

2. lJika dibandingkan dengan tahun 2018 - 2021, realisasi kinerja Pengadilan Negeri
Bengkalis selalu berhasil mencapai 100 %, kondisi ini menunjukan efektifitas
Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengirimkan putusan perkara.

3. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

-  Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk
menerapkan SEMA Nomor 1 tahun 2011, dimana di sebutkan bahwa Salinan
putusan di kirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak putusan diucapkan.

- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan

pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PERKARA YANG
DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi adalah
perbandingan jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara
yang dilakukan mediasi. Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 15%. Realisasi dan

capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi” pada
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tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table

berikut ini:

Tabel 3.2.3 : Pengukuran Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

2018 9.09 20 45.45
2019 2.33 25 83

2020 11.53 50 23.07
2021 8.1 10 81.08
2022 9.09 15 60.6

dengan rincian Pengukuran kinerja Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari
tahun 2018 — 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Rincian Capaian Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2022

2018 44 4 9.09
2019 43 1 2.33
2020 26 3 11.53
2021 37 3 8.1

2022 22 2 9.09

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan Target
jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan Realisasi Capaian
Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat Nilai EIS tertinggi

sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000 )

9.09 60.6 15 PN Bengkalis belum Jumlah mediasi : 58
Berhasil mencapai Data berdasarkan EIS PN Kisaran
target jangka ( tidak bisa di lakukan perbandingan karena
menengah. tidak ada data mediasi berhasil PN Kisaran )
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Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator

sl badilum mahkamahagung go.id

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP
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Kl rghanar Dokumen Seannak Sineas (Wa Makpema' 38 00

Daca Lnpar Mecisw

samriuan pescatatar Tenggs Lazsr M hae

esun  Titak

caus  Telee
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: Persentase perkara yang di

selesaikan melalui mediasi adalah sebesar 15%. Dan Realisasi Penyelesaian Perkara

sebesar 9.09 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis belum berhasil mencapai

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

2. lJika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis

mengalami kenaikan sebesar 0.99 %, dan jika di bandingkan capaian kinerja selama 4

(empat) tahun dari 2018 — 2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja

memiliki tren yang fluktuatif.

3. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

SOP Penyelesaian

Perkara

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perdata terkait

prosedur

Prosedur Mediasi sehingga proses mediasi berjalan dengan baik

Pemahaman SDM Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Pelaksanaan Mediasi

mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

telah
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SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
Sasaran Strategis 3 di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri

Bengkalis dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan. sasaran tersebut meliputi 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran pada
tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Sasaran 3: Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO INDIKATOR KINERJA 2021 2021 2020 2019
Target Realisasi Capaian  Capaian  Capaian Capaian
1.  Persentase Perkara yang Diselesaikan 92 83.62 90.89 100.87 108.1 105.52
di Luar Gedung Pengadilan
2.  Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100 100 100
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Rata — rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2 95.44  100.43 104.05 102.76

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam tahun 2022 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :
Untuk mencapai sasaran Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :
SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan secara zitting plaat dengan total perkara Zitting yang

harus selesai, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

100%

Tabel Keadaan Perkara Zitting Plaat adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.3.1 : Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1

TAHUN Jumlah Perkarayang Jumlah perkara REALISASI TARGET CAPAIAN
seharusnya yang di (%) (%) KINERJA (%)
diselesaikan di luar selesaikan di luar
gedung Pengadilan gedung
pengadilan

2018 144 133 92.36 85 108.65
2019 159 151 94.97 90 105.52
2020 148 144 97.3 90 108.1
2021 195 179 91.79 91 100.87
2022 226 189 83.62 92 90.89

Pada Tahun 2022, Perkara yang diselesaikan dengan cara Zitting Platz yang
masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri Bengkalis ada dua tempat yaitu :
1. Duri, Jalan Hangtuah Kab. Bengkalis. Dengan jumlah perkara O perkara,
dikarenakan tempat zitting Plaat tidak aktif dalam keadaan rusak parah.
2. Selatpanjang, Jalan Yos Sudarso Kab. Kep. Meranti. Dengan jumlah perkara putus

189 Perkara, terdiri dari 146 Perkara Pidana, 43 perkara Perdata.

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis
dengan Target jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan
dengan Realisasi Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang
mendapat Nilai EIS tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara
1001 - 2000 )

83.62 90.89 92 PN Bengkalis belum Tidak ada data sidang diluar gedung pengadilan
Berhasil mencapai di dalam SIPP / EIS PN Kisaran
target jangka

menengah.

Berdasarkan Data tersebut maka dapat diambil analisa sebagai berikut :
» Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara yang

Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan adalah sebesar 92%. Dan Realisasi pada
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indikator 83.62 %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis belum berhasil

mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

» lika dibandingkan Capaian selama tahun 2018-2021 maka dapat di lihat bahwa

pencapaian selama 4 (empat ) tahun selalu di atas 100%.

» Faktor penunjang penurunan pencapaian target tahun 2022 antara lain :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk
menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan.

- SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata telah dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

- Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Hakim Pengawas agar lebih
dikuatkan kembali.

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PENCARI KEADILAN
GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan dengan perbandingan sebagai berikut:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu

Tabel Keadaan Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan

100%

Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 : Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 2

TAHUN JUMLAH PENCARI JUMLAH PENCARI KEADILAN REALISASI TARGET CAPAIAN
KEADILAN GOLONGAN ~ GOLONGAN TERTENTU YANG (%) (%) KINERJA (%)
TERTENTU MENDAPAT LAYANAN
BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)
2018 15 15 100 100 100
2019 9 9 100 100 100
2020 14 14 100 100 100
2021 39 39 100 100 100
2022 64 64 100 100 100

Pada Tahun 2022, Masyarakat Golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum dari petugas POSBAKUM berupa pemberian informasi, konsultasi,

dan advis hukum berjumlah 64 orang sesuai dengan laporan dari Pemberi Layanan
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Hukum POSBAKUM yang di serahkan setiap bulan kepada Pengadilan Negeri
Bengkalis.

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis
dengan Target jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan
dengan Realisasi Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang

mendapat Nilai EIS tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara

1001 - 2000 )
100 100 100 PN Bengkalis sudah Tidak ada data Pencari Keadilan Golongan
Berhasil mencapai tertentu yang mendapat layanan bantuan
target jangka hukum di dalam SIPP / EIS PN Kisaran
menengah.

Berdasarkan Data tersebut maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum adalah sebesar
100%. Dan Realisasi pada indikator 100 %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri
Bengkalis berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2022.

2. lJika dibandingkan Capaian selama tahun 2018-2022 maka dapat di lihat bahwa
pencapaian selama 5 (lima ) tahun selalu 100%

3. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun belakang
antara lain :

- Pemahaman dan Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di
Pengadilan telah berjalan dengan baik.

- Monitoring dan Evaluasi rutin terhadap layanan hukum Posbakum yang di
laporkan oleh Panitera Muda Hukum setiap bulan, dan di evaluasi oleh

Pimpinan pada setiap rapat bulanan.
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SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Sasaran Strategis 4 di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri
Bengkalis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran tersebut

meliputi 1 indikator. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai

berikut :
Tabel Sasaran 4: Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
NO INDIKATOR KINERJA 2022 2021 2020 2019 2018
Target Realisasi Capaian  Capaian  Capaian Capaian Capaian
. Persentase Putusan Perkara Perdata 25 75 300 0 100 100 40

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan digunakan 1
(satu) indikator kinerja yaitu :
SASARAN STRATEGIS 4 INDIKATOR KINERJA 1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan untuk meningkatkan
kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Presentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi). Indikator kinerja ini dikuantitatifkan dengan perbandingan

sebagai berikut:

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk  100%
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel Keadaan Capaian perkara perdata yang di tindaklanjuti (eksekusi) adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 : Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

TAHUN JUMLAH PUTUSAN JUMLAH PUTUSAN PERKARA  REALISASI TARGET CAPAIAN
PERKARA PERDATA PERDATA YANG DITINDAK (%) (%) KINERJA (%)
YANG SUDAH BHT DAN LANJUTI (DIEKSEKUSI)
DIMOHONKAN UNTUK
DITINDAKLANJUTI
(DIEKSEKUSI)
2018 5 2 40 100 40
2019 5 5 100 100 100
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2020 2 2 100 100 100
2021 3 0 0 20 0
2022 4 3 75 25 300

Berikut data perbandingan Hasil Realisasi, Capaian Kinerja PN Bengkalis dengan
Target jangka menengah sesuai Renstra 2020 - 2024 dan perbandingan dengan
Realisasi Capaian Standar Nasional ( Contoh PN Kisaran Kelas IB yang mendapat
Nilai EIS tertinggi sepanjang Tahun Tahun 2022 dengan jumlah perkara 1001 — 2000
)

75 300 25 PN Bengkalis sudah Tidak ada data perkara perdata eksekusi di
Berhasil mencapai dalam SIPP / EIS PN Kisaran
target jangka
menengah.

Berdasarkan Data tersebut maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Putusan perkara
perdata yang di tindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 25%. Dan Realisasi pada
indikator 20 %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis berhasil mencapai
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

2. lJika dibandingkan dengan Capaian tahun 2021 sebesar 0% maka tahun 2022
capaian naik menjadi 300%.

3. Faktor penyebab keberhasilan capaian tahun 2022 antara lain :

- 4 Perkara eksekusi yang belum di tindaklanjuti di tahun 2021, di tahun 2022 3
perkara  ditindaklanjuti dengan Penetapan Sita untuk nomor
1/Pdt.eks.2022/PN Bls , Penetapan Teguran untuk nomor 3/Pdt.eks/2021/PN
Bls dan 2/Pdt.eks/2021. Sisa perkara nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN Bls yang

belum di tindaklanjuti.
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C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2022, jumlah anggaran DIPA 01 sebesar Rp.5.471.222.000,-
(Lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
dan DIPA 03 sebesar Rp. 540.858.000,- (Lima ratus empat puluh juta delapan ratus
lima puluh delapan ribu rupiah). Namun seiring berjalannya tahun anggaran 2022
terdapat revisi anggaran DIPA menjadi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
yaitu DIPA 01 sebesar Rp.5.663.024.000,- (Lima milyar enam ratus enam puluh tiga

juta dua puluh empat ribu rupiah) dan DIPA 03 tetap.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bengkalis tahun anggaran
2022, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan

Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai dengan

bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI
NO. KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Belanja Pegawai 3.521.283.000 3.713.085.000 3.697.144.620 99.57
2 Belanja Barang 1.808.439.000 1.808.439.000 1.795.326.778 99.27
3 Belanja Modal 141,500,000 141,500,000 265,000,000 99.29
JUMLAH 5.471.222.000 5.491.171.000 5.389.790.623 99.47
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1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.
Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja
pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 di lingkungan
Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 3.521.283.000,- (Tiga milyar lima ratus dua
puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat revisi untuk
Pagu Belanja Pegawai menjadi Rp. 3.713.085.000,- ( Tiga milyar tujuh ratus tiga
belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2022, anggaran belanja pegawai yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.697.144.620,- (Tiga milyar enam ratus
sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh
Rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2022,
dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99.57 %

dengan rincian belanja sebagai berikut:

KODE PAGU REALISASI
NO. KEGIATAN %
AKUN (Rp.) (Rp.)
1 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS Rp 1.323.231.000 Rp 1.322.561.200 99.94
2 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 28.000 | Rp 27.356 97.7
3 511121 | Belanja Tunj. Suami/istri PNS Rp 68.326.000 Rp 68.319.140 99.98
4 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS Rp 21.454.000 Rp 21.452.248 99.99
5 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS Rp 34.690.000 Rp 31.090.000 89.62
6 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp 1.595.290.000 | Rp 1.591.690.000 99.77
7 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS Rp 175.006.000 | Rp 170.550.244 97.45
8 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS Rp 68.799.000 Rp 68.799.000 100
9 511129 | Belanja Uang Makan PNS Rp 250.701.000 | Rp 247.642.000 98.77
10 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS Rp 14.910.000 Rp 14.910.000 100
11 511157 | Belanja Tunj. Kemahalan Hakim Rp 160.650.000 Rp 160.650.000 100
Pengembalian belanja pegawai (Rp 0)
Total Belanja Pegawai Rp 3.713.085.000 Rp 3.697.144.620 99.57
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 15.940.380,-
(lima belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

atau sebesar 0,4 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar
biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan
Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat
maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.
1.808.439.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri

Bengkalis.

b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.795.326.778,- (Satu milyar tujuh ratus
Sembilan puluh lima juta tiga ratus dua enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan
rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2022, dapat
kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,27% , dengan rincian

belanja barang sebagai berikut :
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KODE PAGU REALISASI
NO. KEGIATAN %
AKUN (Rp.) (Rp.)
| 52 Rp 1.808.439.000 Rp 1.795.326.778 99,27
L 521111 | Belania Keperluan | o 743.782.000 | Rp 743.402.966 99,94
Perkantoran
2. 521114 | Belanja Pengiriman Surat | 18.000.000 | Rp 16.823.500 93.46
Dinas Pos Pusat
3, 521115 Eg;}:r Operasional Satuan | o 43.320.000 | Rp 43.320.000 100.00
Belanja Barang Operasional
4, 521119 . Rp 18.158.000 Rp 16.542.000 91.1
Lainnya
Belanja Barang Operasional
5. 521131 | — Penanganan Pandemi | Rp. 6.120.000 Rp. 6.120.000 100.00
Covid 19
6. 521811 | Delania Barang Persediaan | o 49.180.000 | Rp. 48.590.539 98.8
Barang Konsumsi
522111 | Belanja Langganan Listrik Rp 152.000.000 Rp 148.389.597 97.62
522112 | Belanja Langganan Telepon Rp 7.200.000 Rp 7.085.933 98.41
. 522113 | Belanja Langganan Air Rp 9.600.000 Rp 4.528.500 47,17
10. 522141 | Belanja Sewa Rp 3.025.000 Rp 3.024.750 99.99
11. 522191 | Belanja Jasa Lainnya Rp 400.000 Rp 400.000 100.00
Belanja Jasa - Penanganan
12. 522192 pandemi COVID-19 Rp 10.160.000 Rp 10.000.000 98.42
13. 523111 | belania Biaya Pemeliharaan | o 272.383.000 | Rp. 272.194.400 99,93
Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan
14. 523119 | Gedung dan Bangunan | Rp. 156.354.000 Rp. 156.339.000 99.99
Lainnya ’
Belanja Biaya Pemeliharaan
15. 523121 . Rp 193.357.000 Rp 193.186.691 99,91
Peralatan dan Mesin
16. 524111 | Belanja Perjalanan Biasa Rp 125.400.000 Rp 125.349.741 99,95
17. Pengembalian (Rp. 0)
Total Belanja Barang Rp 1.808.439.000 Rp 1.795.326.778 99,27

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

13.112.225 ,- (Tiga belas juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima

rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,7 % dari total pagu

yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan

dan prasarana, antara lain untuk peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik

yang mendukung untuk tupoksi.
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a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan
Negeri Bengkalis sebesar Rp.141.500.000.- (seratus empat puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau
terealisasi adalah Rp. 140.496.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus
Sembilan puluh enam ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun
anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99.29

% dengan rincian belanja sebagai berikut :

KODE PAGU REALISASI
NO. KEGIATAN %
AKUN (Rp.) (Rp.)
1 532111 | Selania Modal - Peralatan | o ) 141.500.000 | Rp  140.496.000 99,29
dan Mesin
Total Belanja Modal Rp 141.500.000 Rp 140.496.000 99,29

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp.

1.004.000,- atau 0.7 % dari total pagu anggaran.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai

berikut :
PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI
NO. KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Belanja Barang 540.858.000 540.858.000 531.480.500 98,27
JUMLAH 540.858.000 540.858.000 531.480.500 | 98,27
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Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang
kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis
peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran
2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Rp. 540.858.000.- (Lima ratus
empat puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah ), Dari keseluruhan pagu
anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional

khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis

b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang yang terserap
atau terealisasi adalah sebesar Rp. 531.480.500,- (Lima ratus tiga puluh satu juta empat
ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi
Tahun Anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap

98,27 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

KODE PAGU REALISASI
NO. KEGIATAN %
AKUN (Rp.) (Rp.)
521211 | Belanja Bahan Rp  106.977.000 | Rp 106.958.000 99,98
522131 | Belanja Jasa Konsultan Rp 31.200.000 | Rp 31.200.000 100
524111 | Belanja Perjalanan Biasa Rp 220.100.000 | Rp 220.080.000 99,99
4 | 524113 Ezltzma Perjalanan Dinas Dalam | o 24.640.000 | Rp 17.920.000 72.73
5 | 521114 Ejlsz?a Pengiriman Surat Dinas Pos | o | 15.998.000 | Rp 13.397.500 83,74
6 | 521811 | Belania Barang Persediaan Barang | o 141943000 | Rp  141.925.000 99,99
Konsumsi
Pengembalian (Rp. 0)
Total Belanja Barang Rp. 540.858.000 | Rp. 531.480.500 98,27

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 9.377.500.- (Sembilan
juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Total sisa anggaran dari pagu

belanja barang sebesar 1,73 % dari total pagu yang tersedia.
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Anggaran Tahun 2022 tersebut, baik dari DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bengkalis
digunakan untuk mendukung tercapainya masing — masing indicator sasaran strategis,

dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan Manajemen
1.1 Kegiatan:

Penyelenggaran operasional perkantoran dan non operasional. Program dan
Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indicator Sasaran Strategis 1 dan
Sasaran Strategis 2. Sasaran Strategis 1 yang didukung oleh Program ini antara
lain :
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

bl

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Sasaran strategis 2 yang didukung oleh Program ini antara lain :

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar
alokasi DIPA (01) BUA sebesar Rp. 5.521.524.000. Dengan Rincian Belanja
Pegawai sebesar Rp. 3.713.085.000 dan Belanja Operasional dan non
operasional Rp. 1.808.439.000.

1.2 Kegiatan :
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan
ini untuk mendukung tercapainya :
a. Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu : Index Kepuasan Masyarakat .
b. Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase putusan Perkara yang emnarik

perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus
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Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar

Rp. 141.500.000 terkait belanja modal;

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum. Program dan kegiatan ini untuk
mendukung tercapainya indicator Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2 dan
Sasaran Strategis 3.
Sasaran Stragtegis 1 yang di dukung oleh Program tersebut adalah :
a. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh Program tersebut adalah :

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat
Waktu

b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Sasaran Strategis 3 yang didukung oleh Program tersebut adalah :
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM
sebesar Rp. 540.858.000 terkait Penyelesaian Perkara Pidana, dan Layanan Hukum

Perseorangan;

3. Untuk Sasaran stratetegis yang lainnya antara lain :
a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu

b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Sasaran strategis diatas menggunakan biaya proses pihak ketiga yang dikelola oleh

Kepaniteraan Perdata. Berikut Rincian Biaya Proses Tahun 2022 :

Tabel Biaya Perkara Tahun 2022 yang Mendukung Sasaran Strategis

Periode Uraian Keadaan Keuangan

Saldo Awal Saldo Akhir  Saldo Akhir

di Bank Akhir di

Penerimaan Saldo

Pengeluaran

Brankas
Januari Biaya 326.991.783 545.817.000 592.459.000 280.349.783 280.349.783 11.883.600
s/d Perkara

Desember

2022
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(o} STRATEGIS

1 Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

2  Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Tabel 3. : Matrik Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana
Anak vyang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan
Keadilan

Pencari

Persentase Salinan Putusan
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

2. Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

3. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung

1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

2. Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

DIPA 01 Badan
Urusan
Administrasi

DIPA 01 Badan
Urusan

Administrasi

DIPA 03
Direktorat
Jenderal  Badan

Peradilan Umum

DIPA 01 Badan
Urusan
Administrasi

5.521.524,000 - Belanja 5.521.524,000
Operasional

- Belanja Non
Operasional

- Belanja Gaji dan

Tunjangan

141,500,000 - Belanja Modal 141,500,000 140,496,000
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin

540,858,000 - Belanja Bahan 540,858,000 531.480.500

- Belanja barang
persediaan
konsumsi

- Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Kota

- Belanja Pengiriman
Surat Dinas pos
Pusat

Belanja Perjalanan

5.492.471.398

99,47

99.29

98,27

63



BENGKALIS TAHUN 2022

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin ~ dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Perkara vyang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara  Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

Dinas Biasa

5,521,524,000 - Belanja
Operasional
- Belanja Non
Operasional
Belanja Gaji dan
Tunjangan
DIPA 03  218.880.000 - Belanja Bahan
Direktorat - Belanja barang
Jende'ral Badan 289,278,000 persediaan
Peradilan Umum konsumsi
31,200,000 - Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Kota
- Belanja Pengiriman
Surat Dinas pos
Pusat
Belanja Perjalanan
Dinas Biasa

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI

5.521.524,000 5.492.471.398 99,47
218.880.000 218.860.000 99,99
289,278,000 279.920.500 96,76
31,200,000 31.200.000 100
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BAB IV — PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB selama tahun 2022 telah berupaya
meningkatkan kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan bagi para
pencari keadilan senantiasa ditingkatkan, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang
merasa puas dengan hasil layanan yang diberikan oleh petugas. Akreditasi menjadi
dasar bagi Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB untuk senantiasa berbenah dan tidak
cepat merasa puas atas kinerja yang ada. Terbukti ketika Mahkamah Agung meluncurkan
program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disambut dengan antusias, dan segera
diterapkan. Serta dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya
beberapa inovasi yang memudahkan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjalankan
tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis
terlihat dalam beberapa aspek, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan
baik dan sebagaimana mestinya.

2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas Il mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB berupaya untuk semakin meningkatkan
pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan
informasi di pengadilan. Pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
telah dimonitor supaya senantiasa Update.

4. Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri
Bengkalis Kelas IB yakni pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu
tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien,
transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas

IB.
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5. Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB untuk Jabatan
Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah terisi semua. Dan
mendapatkan tambahan 7 cpns baru sehingga hal tersebut menambah tenaga
administrasi di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.

6. Pengawasan dari dalam telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Bengkalis Kelas IB
didampingi oleh Hakim Pengawas karena pada Akhir Tahun Wakil Ketua
mendapat promosi dan Mutasi Ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,
Panitera dan Sekretaris juga pengawasan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan
pengawasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Pembinaan terhadap hakim-hakim dan Panitera dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB didampingi juga pengawasan dari
Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan pengawasan dari Mahkamah Agung RI.
Pembinaan terhadap tenaga Kepaniteraan dilakukan Panitera dan Pembinaan
terhadap tenaga Kesekretariatan dilakukan oleh Sekretaris.

8. Pengelolaan Sarana dan Prasarana gedung pada umumnya telah dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
aturan yang berlaku.

10. Pengelolaan Administrasi, baik administrasi peradilan maupun administrasi
umum telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang
berlaku.

B. SARAN-SARAN

1. Akreditasi sering diidentikkan dengan biaya, akan tetapi setelah menjalaninya ternyata
systemlah yang harus diperbaiki dan semua personil harus dilibatkan. Merubah
perilaku dari ingin dihormati menjadi ikhlas melayani. Pengadilan Negeri Bengkalis
Kelas IB telah membuktikannya.

2. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB membutuhkan tambahan pegawai untuk jabatan

Panitera pengganti dikarenakan banyak pegawai dengan jabatan tersebut akan

pensiun dalam tahun 2023.
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Kurangnya tenaga staf menyebabkan petugas PTSP sulit untuk berganti petugas,
semuanya harus stand by di posisi masing-masing.

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB mempunyai 7 orang Staf CPNS di kepaniteraan
pidana. Untuk sementara ini pekerjaan administrasi dibantu oleh tenaga honorer
sebanyak 11 orang. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah
Agung Rl untuk menempatkan pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil pada
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB karena banyaknya rangkap jabatan yang ada di
bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang mana tidak ada staf di bagian
kesekretariatan.

Kendaraan Dinas Roda 4 baru tersedia untuk Ketua PN dan WKPN, dan Panitera
sedangkan Sekretaris baru dimasukkan dalam RKBMN. Dan untuk kendaraan dinas
yang sudah tidak layak untuk di pakai sudah harus dihapuskan di BMN.

Rumah Dinas Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB membutuhkan
perbaikan. Rumah Dinas itu sekarang kondisinya, bangunan rumah tipe 70 semi
permanen dengan sebagian lantai tidak berkeramik dengan dinding double triplek
yang sudah sangat tua.

Rumah Dinas Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB rata-rata belum

dipagar. Rumah Dinas yang sudah dipagar baru Rumah Dinas Ketua.

Bengkalis, 7 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

, SH.

\
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

PENAN

NO KINERJA INDIKATOR PENJELASAN GGUNG SUMBER
UTAMA KINERJA JAWAR DATA
1. | Terwujudnya A. Persentase Perkara Panitera | Laporan
Peraian yang | yang Diselesaikan | tars s stesmian st Bulanan
Tranéparan, dan tepat waktu ] Laporan
Akuntabel Catatan : Tahunan
e SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan,
e Surant dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021
tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian
minutasi dan pemberkasan perkara.
e Perkara vyang diselesaikantepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
e Jumlah perkara yang deselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminurasi pada tahun berjalan
sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tk
banding paling lambat 3 (tiga) bulan
e Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu
adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999
tentang pemberatasan tindak pidana korupsi
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang dan
diminutasi pada tahun berjalan
B. Persentas Panitera | Laporan
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Bulanan

e perkara yang tidak

100%

Jumlah perkara yang diselesaikan

dan
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mengajukan upaya Laporan
hukum banding Catatan : Tahunan
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan
upaya hukum banding.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang putus dan
diminutasi pada tahun berjalan
Persentas Panitera | Laporan
e perkara yang tidak | Jumilhpeiareyang ik mengeur ugeys UGS 1, Bulanan
mengajukan upaya Laporan
hukum kasasi Catatan : Tahunan
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan Upaya
hukum kasasi.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama
dengan Upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana
yang diputus bebas murni,perkara niaga,sengketa pemilu,PHI dan
permohonan perkara perdata.
Persentas Panitera | Laporan
e pericara anak yang |miEeiar hers oy sinstian s Bulanan
diselesaikan dengan
) Laporan
diversi Catatan : Tahunan

e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana
ank di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakn
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berhasil melalui penetapan diversi berhasil

e Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkada pidana anak yang
diajukan diversi.

e Pereturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang
pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana

anak
Index Panitera | Laporan
. . Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
persepsi pencari Banding putus yang g8 pay 100% gulanan
keadilan yang puas Jumlah Perkara Diputus an
hadan | Laporan
terhadap layanan
1ap ay Catatan : Tahunan
peradilan . . .
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu triwulan.
Peningkatan Persentas Panitera | Laporan
Efektivitas . Jumlah perkara yang di minutasi dan dikirim tepat waktu Bulanan
Pengelolaan e Salinan putusan Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim 100% dan
. yang dikirim kepada
Penyelesaian _ c ] Laporan
Perkara Para Pihak tepat atatan : Tahunan

waktu

e Untuk pengadilan tk pertama disampaikan kepada para pihak.

e SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan
petikan putusan
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e Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang Sudah

diputus/dikirimkan

Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28
april 2021 perihal pengadilan penyelesaian minutasi dan
pemberkasan

e Jumlah Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu

adalah jumlah penyampaian Salinan pututsan kepada para pihak
dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara
pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak
sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan
dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan

Persentas
e Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

100%

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi

Catatan :

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang
dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta
perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat
dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator
kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil

Panitera

Laporan
Bulanan
dan

Laporan
Tahunan
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e Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan
yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

Meningkatnya A. Persentas Panitera | Laporan
Akses Peradilan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat e Perkara yang Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo 100% dan
A Diselesaikan di Luar
Miskin dan Ged o i Catatan - Laporan
Terpinggirkan edung Fengadiian : _ Tahunan
Pingg e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
o Definisi prodeo sesuai di PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang
pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
pengadilan adalah pembebagsan biaya perkara
e Perkara prodeo yang diselseaikan adalah proses penyelesaian prodeo
[
B. Persentas Panitera | Laporan
i . . Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Panitera Bulanan
Il\</|en|nghkatnya e Pencari Keadilan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
epatuhan Golongan Tertentu Jumlah permohonan layanan hukum
terhadap Putusan Laporan
Pengadilan yang Mendapat Catatan : Tahunan
Layanan Bantuan « PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Laporan
Hukum (Posbakum) Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bulanan
« Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang dan
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada Laporan
C. Persentas | informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Tahunan

e Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

« Jumlah layanan hukum adalah jumlah penncari keadilan yang
terdaftar pada register posbakum

Jumlah eksekusi yang telah disesesai dilaksanakan 100%
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Jumlah permohonan eksekusi

Catatan :

e Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah
pelaksanaan eksekusi penetapan non excutabel harus dianggap
sebagai pelasanaan ekseskusi

e Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan
eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan

e BHT : berkekuatan hukum tetap

e Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak
diajukan permohonan eksekusi

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning,
sita eksekusi, lelang dan pengosongan
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NO

PERJANIJIAN KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Peningkatan  Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

: Pengadilan Negeri Bengkalis
: 2022

INDIKATOR KINERJA

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak vyang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Persentase Perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Bengkalis, 7 Februari 2023

TARGET

97

88

88

65

95

100

15

92

100

25

KETUA PENGADIL»?QI NEGERI BENGKALIS

\

, OH.

005

NIP.

~

1—9780302}20






N SASARAN
(0} STRATEGIS

1 Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

2  Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

3 Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin ~ dan
Terpinggirkan

Unit Organisasi

Tahun Anggaran
INDIKATOR KINERJA

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

: Pengadilan Negeri Bengkalis

: 2023
TARGET

98

90

90

70

98

100

20

93

100

1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya

3. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1. Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung

1.

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

2. Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1. Perkara Pradilan

Umum yang
diselesaikan
ditingkat pertama

dan banding secara
tepat waktu
2. Penyelenggaraan

Operasional dan
Non Operasional
Satker Daerah

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah Agung

1. Perkara Pidana
yang diselesaiakn di
tingkat pertama di
wilayah Riau

2. Penyelenggaraan
Operasional dan
Non Operasional
Satker Daerah

3. Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah Agung
1. Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan Melalui
Sidang di  Luar
Gedung Pengadilan
2. Perkara Pidana
yang diselesaikan
ditingkat pertama
di Wilayan Riau

3. Pos
hukum

Bantuan

-600
Perkara

-1
layanan

1
layanan

-600
Perkara

-1
layanan

227
Orang

600
Perkara

312 jam
layanan

540,858,000

5,491,171,000

540,858,000

5,491,171,000

218.880.000

289,280,000

31,200,000
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Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan 30 Program Peningkatan 1. Perkara Peradilan -
Perkara  Perdata yang Peningkatan  Manajemen Umum yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi) Manajemen  Peradilan diselesaikan melalui
Peradilan Umum pembebasan biaya
Umum perkara

Bengkalis, 7 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

I

"SH.
NIP: LQ78030220M12E005

\

— -
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Uraian
Mewujudkan
Pelayanan Hukum

yang berkeadilan

kepada
keadilan

pencari

Indikator Kinerja
Persentase  Sisa  Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Persentase  Sisa  Perkara
Pidana yang Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata

yang Diselesaikan  Tepat
Waktu
Persentase perkara pidana
yang diselesaikan  tepat
waktu
Persentase  Perkara yang

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase  perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

Persentase Salinan Putusan

%
100

100

94

100

88

88

96

65

95

100

100

Uraian

Terwujudnya
Proses Peradilan

yang
Transparan
Akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Pasti,
dan

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Persentase Sisa Perkara Pidana
yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata
yang  Diselesaikan  Tepat
Waktu

Persentase  perkara pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana
Anak yang  Diselesaikan
dengan Diversi

Index  Kepuasan  Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan

Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan  Putusan

2020
100

100

90

100

100

100

100

50

90

100

100

2021 2022
100 -
100 =
92 94
100 100
95 88
95 88
95 -
60 65
92 95
100 100
100 100

2023

96

100

90

90

70

98

100

100

2024

98

100

92

92

75

100

100

100
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Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase  Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik  Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Perkara Prodeo
yang Diselesaikan

Persentase  Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan  Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

15

97

100

95

97

100

25

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase =~ Perkara  yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik  Perhatian
Masyarakat yang Dapat

Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase = Perkara  yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan  Tertentu  yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

50

100

100

100

100

100

10

96

100

91

100

20

15

92

100

25

20

93

100

30

25

94

100

35
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 02 Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Riau Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
YL A
T 4 3
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2023

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAGOR PAYUNGAN, SH, MH

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis
Nama : IMMANUEL RISMAWATI, SE, Ak
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAYU SOHO RAHARDJO, SH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis ,2 Januari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama
Ketua Rengiadilan, Sekretaris Panitera

2%
BAYU'SOHO RAHARG!
NIP. 197803022002121095 NIP. 198008082006042004 NIP. 197002141991031005

——

SH IMMANUEL RISMAWATI, SE, Ak TAGO 'PAY'UNGAN, SH, MH
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1

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya Proses Persentase Perkara yang Diselesaikan 98
Peradilan yang Pasti, Tepat Waktu

Transparan dan Akuntabel
Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang 70
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 98
Peningkatan  Efektivitas Persentase Salinan Putusan yang dikirim 100
Pengelolaan Penyelesaian kepada Para Pihak tepat waktu
Perkara
Persentase Perkara yang Diselesaikan 20
Melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Persentase Perkara yang diselesaikan di 93
Peradilan bagi Masyarakat luar Gedung Pengadilan
Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 30
Terhadap Putusan Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Pengadilan
Kegiatan Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.
Badan Urusan Administrasi 5,438,613,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.
542.580.000

Bengkalis, 02 Januari 2023
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LAMPIRAN 7 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

97

88

88

65

95

100

15

92

100

25

94.88

85.72

91.75

62.5

98.78

100

9.09

83.62

100

75

97.82

97.4

104.26

96.15

102.

99.21

100

60.6

86.86

90.89

100

95.44

300

300

145.37%
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Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Kegiatan Anggaran
4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 5,521,524,000
Badan Urusan Administrasi
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 141.500.000
Mahkamah Agung
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 540.858.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 :

Kegiatan Anggaran
4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 5.492.471.398
Badan Urusan Administrasi
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 140.496.000
Mahkamah Agung
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 531.480.500

Bengkalis, 7 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

, SH.
"NJP.’ LQ78030220M12E005

~
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LAMPIRAN 8 : SK TIM PENYUSUN LAPORAN



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : W4.U2/ 182 /OT.01.3/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengukur keberhasilan
kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2022;

Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
alas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022;

: Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Bengkalis, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Negeri Bengkalis;

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
“brs o BENGKALIS,




LAMPIRAN | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS

NOMOR : WA4.U2/ 182 /OT.01.3/1/2023
TANGGAL : 3JANUARI 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JABATAN NAMA

Bayu Soho Rahardjo, S.H

1. | Pembina

2 Penanggung Jawab Febriano Hermady, S.H, M.H

3 Pengarah Tagor Payungan, S.H, M.H

4 Koordinator Immanuel Rismawati, SE.,Ak

5. | Sekretaris Fania Deli Praditya, S.Kom
Rully Andrian, S.Sos, S.H
Nita Herawati, S.H

Anggota Ali Akbar, S.H

Teten Yazid Sani, A.Md
. Yorry Meini, SH

NEEYIS

li Amran, S.Kom

Sekretariat

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
' -\, BENGKALI

N =.BAYU SOHO RXHARDJO, SH

-~



LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : W4.U2/ 183 /KU.01.10/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

10.

11.

12.

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis yang selaras dengan Rencana
Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Penagdilan
Negeri Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2020 - 2024

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
alas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;
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13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara  Penyusunan  Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 — 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2020-2024;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Bengkalis Tahun 2020 - 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

KEDUA . Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis ;

KETIGA . Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari
keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran 2020 — 2024,
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KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
s BENGKALIS

\. S BAYU SOHO RAHARDJO, S.H

-



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis

Nomor : W4.U3/ 183 /KU.01.10/1/2022

Tanggal  : 03 Januari 2022

TIM PENYUSUN PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2020 - 2024

NO JABATAN NAMA

1. | Pembina Bayu Soho Rahardjo, S.H

2. | Penanggung Jawab Febriano Hermady, S.H, M.H

3. | Pengarah Bidang Yudisial Tagor Payungan, S.H, M.-H

4. | Pengarah Bidang Non Yudisial | Immanuel Rismawati, SE.,Ak

5 | Pelaksana Fania Deli Praditya, S.Kom
6. Rully Andrian, S.Sos, S.H
7. Nita Herawati, S.H

6. Tim Pengolah Data 8. Ali Akbar, S.H
9. Teten Yazid Sani, A.Md
10.Yorry Meini, SH

7. | Sekretariat Ali Amran, S.Kom

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bengkalis
: 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI

\

" BAYU SOHO RAHARDJO, SH
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PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : W4.U2/ 184 /OT.01.3/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

(LKjIP)

TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

19.

20.

21.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri
Bengkalis ;

Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
alas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Negeri Bengkalis;

: Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk

mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai
dengan bulan Maret Tahun 2023;

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
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Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

7 N\

. “BAYU.SOHO RAHARPJO, S.H

—
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LAMPIRAN |
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR :W4.U2/ 184 /0T.01.3/1/2023
TANGGAL: 3 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO JABATAN NAMA

1. Penanggung Jawab Bayu Soho Rahardjo, S.H

2. | Koordinator Validasi Data Febriano Hermady, S.H, M.H

3. Ketua Tagor Payungan, S.H, M.H

4. Sekretariat Immanuel Rismawati, SE.,Ak
11.Rully Andrian, S.Sos, S.H
12.Nita Herawati, S.H

5. | Anggota 13.Ali Akbar, S.H
14.Teten Yazid Sani, A.Md
15.Yorry Meini, SH

6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja Fania Deli Praditya, S.Kom

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bengkalis
: 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA
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TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAMPIRAN | SURAT KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR :W4.U2/ 184 /0T.01.3/1/2023
TANGGAL: 3 JANUARI 2023

TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO JABATAN NAMA
Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan
1. Penanggung Jawab Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Pengadilan Negeri Bengkalis

Memvalidasi Keabsahan data kinerja

2. Koordinator Validasi Data
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan
kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang
3 Ketua telah ditetap_kan_ _
' b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan
kinerja kepada Aparatur Pengawasn Intern
Pemerintah.
4. | Sekretariat Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Mengukur Kinerja, menyusun laporan Kkinerja serta
5. | Anggota menganalisis indicator kinerja pada masing — masing unit
Eselon 1.
Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang

andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA PE_-[\\IGADILAN NEGERI BENGKALIS

. "
§ ”
\
\ < \

S BAYU SOHO RAHARDJO, S.H




